
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN    2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN  2010

TENTANG

PAJAK   HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,
Menimbang : a.  bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi daerah;

b. bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2003
tentang  Pajak Hotel, perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan
ditetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor   29 Tahun   1959
tentang  Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2
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Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1981  Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189 );

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125,  tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 3
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2007 tentang
Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara Pemeriintah,
Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Buton  Nomor 4 Tahun
2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton  Tahun 2004
Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON
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M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  PAJAK HOTEL

BAB  I
KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah  Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah

otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif  Daerah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak daerah

sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas

penyelenggaraan/ pelayanan oleh  Hotel;
6. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 10 (sepuluh);

7. Penyelenggara  Hotel adalah  orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan   Hotel baik untuk dan atas namaya sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

8. Subjek Pajak hotel yang selanjutnya disebut subyek pajak  adalah orang
pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

9. Wajib Pajak hotel yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang
pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
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meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,  perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama  dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

11. Pengunjung adalah setiap orang yang  menggunakan atau menikmati
fasilitas/jasa yang disediakan oleh penyelenggara Hotel. Kecuali
penyelenggara, karyawan, dan petugas yang dipekerjakan oleh Hotel ;

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD  adalah  surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah  atau ke tempat lain yang
ditetepkan oleh Kepala Daerah;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutya disingkat
SKPDKB  adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yamg masih harus dibayar;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
diselanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah  surat keputusan yang
menetukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetepkan;

18. Surat Ketetapan  Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya  disingkat
SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan  jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang;
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19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak;

20. Surat Tagihan Pajak Daerah,  yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;

21. Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

22. Putusan Banding  adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak  atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan  yang diajukan oleh Wajib
Pajak;

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan  pemenuhan kewajiba perpajakan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB  II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal  2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
Hotel.
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Pasal 3

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas
olahraga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola
Hotel.

Pasal 4

Tidak termasuk  Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
adalah :

a. tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;

b. jasa rumah kontrakan dan rumah kos yang memiliki kamar tidak lebih dari
10  (sepuluh);

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh

Hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
kepada  orang atau badan yang  mengusahakan hotel.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
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BAB  III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal  6

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

(1) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis  hotel sebagai berikut :
a. untuk jenis hotel yang dilengkapi dengan fasilitas jasa penunjang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)  ditetapkan 10 %
(sepuluh persen) dari omzet;

b. untuk motel dan losmen, ditetapkan sebesar 7 % (sepuluh persen) dari
omzet;

c. wisma pariwisata, gubuk pariwisata, pesanggrahan, ditetapkan sebesar
5 %  (lima persen) dari omzet;

a. rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 %
(lima persen) dari omzet.

Pasal 8

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan  tarif  sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 7  dengan dasar  pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  6.

BAB IV
WILAYAH  PEMUNGUTAN

Pasal  9

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengusahaan
Hotel.

(2) Pemungutan  Pajak  tidak  dapat  diborongkan.
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BAB V

MASA  PAJAK  DAN  SAAT  PAJAK  TERUTANG

Pasal  10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya  satu  bulan  kalender yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak terutang.

Pasal  11

Saat Pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan dan atau pembayaran
hiburan.

BAB VI
SURAT  PEMBERITAHUAN  PAJAK  DAERAH

Pasal 12

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi  SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib  Pajak atau kuasanya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), harus disampaikan kepada

Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima  belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian  SPTPD ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB VII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Kepala
Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal  14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima)  tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal :

1)  jika  berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang di bayar;

2) jika SPTPD  tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
terutang;

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a  angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan pajak
yang kurang atau terlambat di bayar  untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak  yang terutang dalam  SKPDKBT sebgaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100 %                (seratus persen).

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan tindakan
pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan  dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.
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Pasal 15

(1) Kepala  Daerah dapat menebitkan STPD apabila:
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPTPD  terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau

denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa  bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 ( lima belas ) bulan sejak  saat terutangnya pajak.

(3) Pajak yang terutang menurut  SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 %   (dua persen) sebulan, ditagih
melalui STPD.

BAB VIII
TATA  CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal  16

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang
berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas
Pendapatan atau pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

(4) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal
jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 17

(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan  sejak

diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding  yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak  setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan Persetujuan kepada
Wajib Pajak  untuk mengangsur atau  menunda pembayaran pajak
dengan dikenakan bunga sebesar 2 %  (dua persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan
penundaan  pembayaran pajak diatur dengan Peraturan  Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN  PAJAK

Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak  pada
waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan  berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KEBERATAN  DAN BANDING

Pasal  19

(1) Wajib Pajak dapat  mengajukan  keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
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d. SKPDLB;
e. SKPDN;
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai

alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal  20

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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Pasal  21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

Pasal  22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 %
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.
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BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI

ADMINISTRATIF

Pasal  23

(1) Kepala Daerah  karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) Kepala Daerah dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa

bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan  SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek
pajak.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminsitrasi dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XII

PENGEMBALIAN  KELEBIHAN  PEMBAYARAN PAJAK

Pasal  24

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat  mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya:
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Kepala  Daerah  dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui
Kepala Daerah tidak memberikan  keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang  pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayara pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian  kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen)  sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal  25

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara
tertulis kepada Kepala Daerah  sekurang – kurangnya dengan
menyebutkan:
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a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan
secara langsung atau melalaui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala daerah.

Pasal  26

(1) Pengembalian  kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

(2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan
juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA  PENAGIHAN

Pasal  27

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu  5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.
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(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal  28

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB XIV
PEMBUKUAN  DAN PEMERIKSAAN

Pasal  29

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal  30

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
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a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal  31

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal  32

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
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(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam
bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada
pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada
padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal  33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal  34

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat
(1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2
(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat
(1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal  35

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak yang bersangkutan.

Pasal  36

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
4.000.000,- (empat juta rupiah).
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(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan

sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan
tindak pidana pengaduan.

Pasal  37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat
(2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Buton  Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak
Hotel masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
saat terutang.

BAB XXI
KETENTUAN  PENUTUP

Pasal  39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Buton  Nomor  11 Tahun  2003 tentang Pajak Hotel dinyatakan  dicabut dan
tidak berlaku lagi.
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Pasal  40

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh  Kepala Daerah.

Pasal  41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  pada  tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal   4    Oktober 2010

BUPATI  BUTON,

CAP / TTD

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan  dalam Lembaran Daerah Kab.Buton
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN  2010  NOMOR 2
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Ptsal 40

Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Da€rah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan ditetafl<an lebih ftnjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 41

Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tarqggal*liundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinlia, memerintahkan pengpne€m Peraturalt

Daerah ini dengan p€nempatamya dalan Lembran Daerah Kabupaten Butolt.

Ditetapkan
pada taoggel

Pasarwajo
Oktober 2010

di
4

BUPATI BLTTON,

CAP/ TTD

Ir. H. LM. SJAFEI KAIIAR

,u
o.

L

Diundangkan dalam Lembran Daerah Kab.Buton
padatanggal 7 Oktober 2010

Muda,IV/c
231 199008 l 004

DAERAH KABUPATEN BWON
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PI'NJELASAII

PI'RATUNAN DAI]RAH KABUPA'TEN BUTON

NOMOI{ 2 TAHUN 2O1O

TENTAI{G

PA.TAK HOTEL

L I,]MUM

untuk menyukseskarr penyellenggaraiur pemerintahan,, undang-

undang memberikart kewenangan kepada Daerah untuk .melakukan

pungu;an kepada masyaraftat dalarn bentuk Pajnk dan Retribuni

sebtgaimana, diatttt dalam Undang-Undang Nomor-18 Tatrun 1997 tentang

Pajal Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengnn Undalg-Undang

Nirnor 34 ]'ahun 2000. Sesuai dengan Undalg-Undarrg tersebut, Daenrh

kabrnpatenlkota diberi keweneurgan untuk memungut 7 (tujuh) jrlnis Pajak.

Sekrin itu, kabupaten/kota juga rnasih diberi kewenangian untuk

menetapkan ienis Pqiiak lain sepanjan$ memenuhi kriteria yang ditetapknn

dalarn Undang-Undang, sehingga munaul kecenderunrgan Datrah untuk

melciptakan berbag;ai pungutan .yang \adang ti.d:* sesuiti dengrm

kete,ntuan prlraturan perundarng-undarrgan dan atau belrtentangon dengnn

keP'rntingan um'm'

Meskipur,r tJndang-tlndang memberikan kewenangan keparla

Penrcrintah untuk membatalkrur setiap Peraturan Daerahr yang bertenAngnn

denlgan Urrdang-Urrdang clan keprentingan umylr!. ,namun dalam

ken:yataannya, pdnguwuran te:rhadap Peraturan Daerah tidak dapat-betllkm

,""rnu efektif,-oleh karena irlu maka undang-undang Nomor 18 Tahun

1997 yangdirubah delngan Urdang-Urrdang Nc,mor 34 lahun 2000 dicabut

aan dig;til:an dengan Unda.ng-Undang Nomor 28 Tahun 20t19 tentang
pajak baeradr dan ltedbusi Daerah,, sehingga_dengnn demikian malsa

segnla Peratpran Daerah yang; penerbitannya berdasarknn Undalg-Undang

No-rnor 18 'l'ahun 1907 yang dirubatr dengan undang-undang Nomor ll4

Tahun 200(l harus ditinjau kembali. seperti halnya Peraturiur Daer:rh

Katupaten I'lomor 1l rahun 2003 tentang Pqiak HoterlJeraturan Daenth

ini dhh merujuk trrada Un,lang-Un,lang N.mor 28 Tahun 2009 drm

mencabut Peraturan Dnerah Kabupaten But'rn Nr)mot
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1l 'llahun 2003. Dengan berlakunya Peraturan Daerah irri diharapkan dapot
meningkatkarn kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhnn
penigeluaran yang jrmlahnyer semakin besar karena didalam Peratunm
Daeratr ini terdapat peningkrrtan dan perluasan obyek Pajak Hotel hingga
mencakup jersa pendukung H,otel meliputi fasilitas olah raga darn hiburan,
tele'pon, falsimile, teleks, internet, btokopi,. pelayanan cuci, seterikan

transportasi, serta fasilitas sejenis latnnya yang disediakan ataru dikelo,la
Hotel. Di pi.hak lain, Peraturan Daeneh ini erkan memberikan kepastinn
bagi masyarnkat dan dunia usaha yanrg pada giliranny,o diharapkan dapet
merdngkatkarn kesadaran rnasyarakat dalaon mennenuhi kewajibrm
peqrajakann;ya.

tr PAIiAL DE:}fi PAS.AL

Pasnl 1

Cukup jr:las.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jclas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
'Yang dinaksud dengan "rumah kontrakan" adalah bangunnn
rumah tinggal atlu ruma"h toko 1,ang karcna alasiur tertentu
rJipersewakan olell pemilil: bangunrrn atau kuasanya.

,t
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Tidsk terma,ilrk pada ketentusn ini apabila bangunan telah

dikonfalcan lebih dari 3 (tiga) kali atau dikontnrkan lebih dari

3 (tiga) tahunr.

Huruf c

CukuPjelw.

I{urufd
CtrkuP jelai.

Huruf e

CtrlntPjelal.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukrrp

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal l(l
Cukup jelas.

Fasal 11

r i i..r::il:,fi :ll:l; ir. (ifi,i'i't.!i
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CukuP jelas.

Pasal 1?

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan kepercayaatr kepad.r Wajib Pojak

untuk menglritung memperrhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggtn4kan

SPTPD.

Aya.t(2)

Cukup jelas.

Ayar (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13;

CukuP jelas

Pasal 141

Ketrmtuan ini mengrrtur penrrbitan sufat ket€ttapan pqak atas pajak

yang dibayru sendir:i' Penerbitan srrrat ketefiapan p{4 ditujukan

["p,rAr W;jib pajak tertentu yang clisebabkan oleh ketidakbenaran

auiron pengisian SpmO atau karena ditemukannya drrta fiskal tidak

dilaporkan oleh Wajib Pajak.

AYat (l)
Ketenluan ini membed kewertangan kepada l(epala Daerah

untuk dapat mpnerbitkcn SKPDKB, SIiPDKBI' afau S.KPDN

hanya tertradap kasus"kasus t{:rtontu, dengan Pefkataan lain
hanya torhadap Wajib Pajak 'tertentu yang n1'ata-nyata atau

bErdassrkan hasil perneriksaan tidak memenuhi kewajiban

formal dan/atarr kewaj ihan matet{al.

Contoh:
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Seorang Wrjib Pajzrk tidak menyampaikan SPTPD pada

talrun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka rvaktu

tertrmtu jugrl belum menyannpaikan SPTPD, maka clalam
jangka waktu palingl lama 5i (ima) tahun K.epala Daerah

dapat menerbitkan SI(PDKB ntas pajalk yang terutang.

Seorang W{ib Pajak menyrampaikan SPfpn pada tahun
pajak 2009. Dalam jerngka waktu palinrg lama 5'(lima) hhun,
ternyata dari hasil pemeriksaan SPT.PD yang; disampnikan

tidak benar. Atas prfak yan;g terutarig yang kurang lbayar

tersebut, Kepala flaerah dapat menerbitlsm SKPDKB
ditambah dengan sanksi administratif.

WqiiU Pajak sebagairnana dinraksud dalam contoh yang telah
diterbitkan ISKPDKI}, apabila dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditenrukan

data baru darrr/atau d,ota yang semula belum terungkap yang

merryebabkan penarnbahan jumlah pajak y,nng t€rurtang,

Kepala Daerah dapat menerbitkan SKI'DKBT.

Wa.iiU Pajak, berdasarkan hasil perneriksaan K.epala Daerah

ternyata junrlah pqiak yang tarutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak rlerutang dan tidah ada

kredit pajalq Kepala -Daerah dapat merrerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka l)
CukuP jelas.

Angka 2)

CukuP jelas'

Angka 3)

Yang dimakrud dengan "penetapan pajak secara

jabatan" adalalr penetapan bersamys pajak tenntang

yang dilakulcan oleh Kepala Daerah atau pe'jabat

yangg ditunjuk berdnsarkan data yang ada atau

keterarrgan ldn yang dimiliki oleh Kepala Dnerah

atau Pojabat :Yang difteiuk.

Huruf b

4.
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CukuP jelas

Huruf c

CukuP jelas

Ayat(2)
Ketfltuan ini meqgatur sarksi terherdap wajib Pajak yang tidlak

memenuhi kewajitiaq perpnjakannya yaitu mongenail<an san.ksi

administatif berupa bunga sebesar 2l% (&n persen) sebulan dari

prrjak yang tidah atau ierlambat dibayar untuk jT'gtu walrtu

pniing fan[ 24 (ilta puluh emp10 bulan atns pajak yang tidlak

atau 
-terlambat dibayar. llanksi administratif berupa bunrga

dihitung sejak saat terutangnyrr pajak samp{i dengpn

diterbitkannYa SKITDKB.

Ayat (3)

Dolam hel Wajib Pdak ti&ft mernenuhi kewajitran

E:rpajakannya sebogaiman& dimaksud pada ayat (1) huruf b'

V,rii,, a*geri ditemukanny a &tabaru dan/at*u data yang sem'la

Lr:lum tenngkap y.ang benrsal dari hasil pemeriksaan sehingga

prtiak yang teruta,ng-b€rambah, nuka terhadap \\hjib Pajak

Oi.Lena|ao ranksi ldministatlf benrpa kenaikan 100% (seratus

pr:rsen) deri jumlah kekurarrgan p4iak. sanlssi administatif ini

iitu* Oit.nakan apabila \frqiib Pajak melaporkannlra sebehrm

diadakan tindakan Pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

DalarnhalWeiibPajaktidrftmemenuhikewajibran
pr:rpajakannya sebogaimann dimaksud padn .ayat -(,1) 

turuf a

;ttgd 3), yaitu Wajib Pajak tidak merrgisi SPTPD yang

rerf,aturny* dilakukannya dikenakan sanksi rrdminisfi.atif berurpa

krrnaikanpajak sebesar 25oA (dua puluh lima. persen) dari pokok

Pnjak Yan6; terutangE.

Dalam kasus ini, Kepala Dasrah menetapkan pajak yang terutang

sercara jabatan melsllui pener:bitan SIffDKB.
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S€lain sanksi odminishatif benrpa kenaikan sebesar 25o/o (drln
puluh lima persen) clari pokok pajak yang terutang juga
dikenakan sanksi administratif ber-upa hunga ssbesar 2% (dua
persen) sebulan dihifirng dari p{ak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk.iangka waktu paling larn'a 24 (durt puluh cmpat)

. bulan.

Sanksi adminristr*if berupa bunga dihihutg sejak saat

terutangnya pajak samprli dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal lJi

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal li'
Ayar (l)

CukuP jelas.

Pasal lti
Cukup jelas.

Pasal l9t

Cukup jelas.

Pasal 2(l

Cukup jelas.

Pasal 2l
CukHp jelas.
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Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal2-ri

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 25i

Cukup jelas.

Pasal 2(i

CukuP jelas.

Pasal 2?

CukuP jelas.

Pasal2ti

CukuP jelas.

Pasal 29

CukuP jelas

Pasal 3(l

CukuP jelas.

Pasal 3l
Ayat (1)
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Yang dimaksud derrgan "in$tansi yang melaksrurakan
pemunguten" adalah dinas/badar/lembaga yang h€as pokok dan
fungsinya melaksanakan pemungutan Pqiak dan Refribusi.

Ayat(2)

Pemberian besnrnya ins,entif dilakukan melalui pembah4san yang
dilakulkan oleh Pemeriintah Dererah derrgan alat keleq$<apan
Dewan Perwaltilan Ralcyat Daerah yaniE membiirtangi mssalah
keuangan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32i I

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas

Pasal 35;

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (l)
Pengerraan pidana kunurgan dan pidana denda kepada pejabat
tenaga ahli yang ditwtiuk oleh Kepala Daerah dimakgudkan
untuk mer{amin bahwa kerahasiaan menigenai perpajakan daerah
tidak ;*an diteritahukrrn kepada pihak lain, juga agpr Wajib
Pajak dalam nremberikan data dan ketrrangan kepada pejabat
mengenai perpqiakan deprah tidak ragu-ragu.

Ayat(2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)

Cukupjelar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasnl 37

Cukup jelas.

Pasol3S

Cukup jolas.

Pastd 39

Cukup jalos.

Pas&l 40

Cukupjrdas

P'asfll4l

Cukup jrdas.
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